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BUPATI SAMPANG 

PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI SAMPANG 
 

NOMOR 12 TAHUN 2021 

 
 

 

TENTANG 
 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR 7 TAHUN 2020 

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK REKLAME 

 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

 

BUPATI SAMPANG, 

 

Menimbang  : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan Pendapatan Asli 

Daerah khususnya melalui Pajak Reklame, dengan 

menetapkan Nilai Sewa Reklame sesuai perkembangan 

perekonomian masyarakat  di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Sampang. 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati 

Sampang tentang Perubahan Kedua  Atas Peraturan Bupati 

Nomor 7 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak 

Reklame.   

 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1965 

tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan 

Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah  Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi 
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Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa 

Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang    Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-

Undang Nomor 6                Tahun 1983 Tentang Ketentuan 

Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4999); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); sebagaimana telah 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 

82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                   

Nomor 5234), sebagaimana diubah dengan Undang – 

Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2009/16TAHUN2009UU.htm
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tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia               

Nomor 6398); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6573); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis 

Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala 

Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5109); 

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18                 

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 18), sebagaimana 

telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 

2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55          

Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
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Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5950); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia          

Tahun 2011 Nomor 310); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang  

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 

Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia           

Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib 

Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di 

Lingkungan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 126); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 4 Tahun 

2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sampang Tahun 2011 Nomor 4) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2011 

Tentang Pajak Daerah (Berita Daerah kabupaten Sampang 

Tahun 2020 Nomor 1); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 tahun 2020 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020             

Nomor 3); 

17. Peraturan Bupati Kabupaten Sampang Nomor 78 Tahun 

2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan 
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Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten 

Sampang             Tahun 2020 Nomor 78). 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR 7 

TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK 

REKLAME 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sampang Nomor 7 Tahun 2020 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten 

Sampang Tahun 2020 Nomor 7), diubah sebagai berikut: 

 

Ketentuan Pasal 6 Ayat (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 6 

(1) Perhitungan Nilai Sewa Reklame (NSR) ditentukan dengan rumus sebagai 

berikut :  

NSR = NJOPR + NSPR  

(2) NJOPR sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dihitung berdasarkan nilai 

penyelenggaraan reklame yang ditentukan oleh faktor-faktor :  

a. biaya pembuatan reklame;  

b. biaya pemeliharaan reklame;  

c. biaya pemasangan reklame; dan  

d. jenis reklame yang dipasang.  

(3) Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR) sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) ditentukan oleh faktor-faktor meliputi:  

a. kawasan;  

b. sudut pandang reklame.  

(4) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga dan objek pajak tidak 

dapat diketahui atau dihitung NSR, maka NSR dapat dihitung dari bukti 

otentik dan atau nilai kontrak.  

(5) Tabel Hasil Perhitungan Nilai Sewa Reklame (NSR) sebagaimana dimaksud 

pada ayat 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal II 
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Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Sampang.  

 

Ditetapkan di  : Sampang 

Pada tanggal   :  1 Februari 2021 

BUPATI SAMPANG, 

 

 

 

H. SLAMET JUNAIDI 

 

 

 

Diundangkan di :   Sampang 

Pada Tanggal     :  1 Februari 2021 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG 

 

 

 

YULIADI SETIYAWAN, S.Sos. MM. 
Pembina Utama Muda 

NIP. 19660711 198809 1 001 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2021 NOMOR : 12 

  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

  


